
a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penerapan pola 
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratarium Kesehatan 
Kabupaten Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, 
maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomot 76 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Laboratarium Kesehatan Kabupaten Pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Purbalingga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga 
Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan 
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Laboratarium Kesehatan Ka bu paten Pada Dinas 
Kesehatan Kabupaten Purbalingga; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) =r: ~ 

BUPATI PURBALINGGA, 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

NO MOR ~ TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 76 TAHUN 
2018 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN 
KABUPATEN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679); 

telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ten tang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5607); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 



(1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh 
Bupati. 

(2) Pemimpin BLUD Laboratarium Kesehatan 
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab kepada Bupati. 

(3) Pemimpin BLUD Laboratarium Kesehatan 
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 
6 ayat (1) huruf a diusulkan oleh Kepala Dinas 
melalui Sekertaris Daerah dan ditetapkan oleh 
Bupati. 

(4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b dan huruf c diusulkan kepada Bupati 
oleh Pemimpin Laboratarium Kesehatan 
Kabupaten melalui Dinas dan atas persetujuan 
Kepala Dinas. ' ~ 1 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan (7) diubah, sehingga 
Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

Dinas 
Daerah 
diubah, 

Laboratarium Kesehatan Kabupaten Pada 
Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Berita 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 76) 
se bagai berikut : 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 
Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan 
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 76 TAHUN 
2018 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
LABORATARIUM KESEHATAN KABUPATEN PADA DINAS 
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA. 

MEMUTUSKAN: 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004 
tentang Standar Pelayanan Laboratarium Dinas Kesehatan 
Kabupaten/ Kota; 

Menetapkan 



l ~ J. 

Pemimpin BLUD Laboratarium Kesehatan Kabupaten bertindak selaku 
kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang. 

Pasal 14 

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 
berikut: 

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD Laboratarium 
Kesehatan Kabupaten adalah : 
a. paling rendah lulusan S- 1 (Sarjana Kesehatan), Sarjana Biologi, Sarjana 

Kimia, Sarjana Biokimia yang mempunyai pengalaman masa kerja 3 tahun 
di Laboratarium Kesehatan ; 

b. memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan 
dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 

c. mampu meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan 
kaidah-kaidah managemen yang baik; 

d. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan; 
e. pemimipin BLUD Laboratarium Kesehatan Kabupaten berasal Pegawai 

Negeri Sipil. 

Pasal 10 

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

(5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada 
Pemimpin BLUD Laboratarium Kesehatan Kabupaten. 

(6) Pemimpin BLUD Laboratarium Kesehatan Kabupaten dan Pejabat 
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan 
huruf b berasal dari Pegawai Negeri Sipil. 

(7) Pejabat teknis sebaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c dapat 
berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Non Pegawai Negeri Sipil yang 
profesional sesuai dengan kebutuhan. 

(8) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola BLUD Laboratarium 
Kesehatan Kabupaten yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil 
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD 
Laboratarium Kesehatan Kabupaten yang berasal dari Non Pegawai 
Negeri Sipil dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerja. 



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 24· 

Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 2 J&au•Pi 2119 

AYUNING P&,<\T~WI l 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 2 JS1:au.sr1 2~1, 

Pit.BU I P ALINGGA { 
· .- AKIL UPATI, 

I ~ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Pasal II 


